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SALINAN

BUPATI PADANG LAWAS
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025-2026

ca.

BUPATI PADANG LAWAS,

bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah
merupakan suatu dokumen perencanaan dalam rangka
menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis,
transfaran, akuntabel, efisien dan efektif di bidang
perencanaan pembangunan daerah yang selaras dengan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

bahwa sesuai ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor
3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan
Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2024, yang menyatakan
“Bupati/Wali Kota yang daerahnya memiliki periode RPJMD
berakhir Tahun 2024, untuk menyusun Dokumen
Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2025-
2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan
Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-20267;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-
2026;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang -Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856});

Undang -Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6864);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang
Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 225);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(TPB) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 136);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Dearah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 -2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara FEvaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



14.

15.

16.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Lawas (Lembaran Daerah Kabupaten
Padang Lawas Tahun 2016 Nomor 05), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Padang Lawas Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan 05 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Padang Lawas (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas
Tahun 2022 Nomor 5);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 01 Tahun

2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018 Nomor 01, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 01},

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
DAERAH TAHUN 2025-2026.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1.
2.

o

Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah Otonom.

Bupati adalah Bupati Padang Lawas

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur
pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.

Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD
adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah
untuk periode Tahun 2025-2026.

. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat

RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1
(satu) tahun.



7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode Tahun 2025-2026.

8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjunya disingkat Renja
PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk
periode tahun 2025 sampai dengan 2026 yang ditetapkan oleh
Penjabat Bupati sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh
Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan Kepala Daerah serentak
pada tahun 2024.

Pasal 3

RPD digunakan sebagai :
a. pedoman bagi PD dalam penyusunan Renstra PD; dan
b. pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD.

BAB I
SISTEMATIKA RPD
Pasal 4

Dokumen RPD disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN

BAB Ii : GAMBARAN UMUM

BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

BAB V : TUJUAN DAN SASARAN

BABVI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM
PRIORITAS

BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN
PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BABIX : PENUTUP

Pasal 5
Rincian sistematika RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Padang Lawas.

Ditetapkan di Sibuhuan
pada tanggal 22 Mei 2024
Pj. BUPATI PADANG LAWAS,
Ttd

EDY JUNAEDY HARAHAP

Diundangkan di Sibuhuan

pada tanggal 22 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS,
Ttd

ARPAN NST

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2024 NOMOR 7
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